
SALINAN 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG 

NOMOR 41 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 142 TAHUN 2021 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA TANGERANG, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan 

Mengingat HE 

yang efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan 
pelayanan publik, dilakukan penyederhanaan birokrasi; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan 

birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, perlu 
dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas 
dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan; 

. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 
tata kerja Dinas Ketahanan Pangan telah diatur dalam 

Peraturan Wali Kota Nomor 142 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan akan tetapi dengan 

adanya Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Daerah perlu untuk disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali 
Kota Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Ketahanan Pangan; 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4001); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah 
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Repubik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja 
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberapakali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7); 

10. Peraturan Wali Kota Nomor 142 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota 
Tangerang Tahun 2021 Nomor 142); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 142 TAHUN 2021 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 142 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita 
Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 142) diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Tangerang. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan 
Kota Tangerang. 

8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan 
Kota Tangerang. 

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas 
Ketahanan Pangan Kota Tangerang. 

10.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para 
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional 
pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. 

12.Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Fungsional atau 

pelaksana yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi 
serta pengelolaan kegiatan yang sesuai bidang tugasnya 
dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan 

perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja 
instansi. 
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2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Bidang Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan 
sebagian tugas Dinas dalam lingkup pengaturan, 
pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan di bidang 

tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, dan 
peternakan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bidang Pertanian mempunyai fungsi : 

a. penyelenggaraan upaya-upaya peningkatan produksi 
usaha tani dalam pembudidayaan tanaman pangan 
dan hortikultura, peternakan dan perikanan; 

b. penyelenggaraan upaya-upaya pengendalian hama 
tanaman pangan dan hortikultura, serta hama dan 
penyakit ikan; 

c. penyelenggaraan upaya-upaya pencegahan, 
pengendalian dan pemberantasan penyakit ternak;; 

d. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi 

kelembagaan, tenaga dan sarana, serta pembinaan 
dan pengembangan kelompok tani; 

e. penyelenggaraan pembinaan dan pemberian 

bimbingan pemasaran produk usaha pertanian, 
peternakan dan perikanan; 

f. penyelenggaraan pembinaan dan pemberian 
bimbingan pengembangan usaha pertanian, 
peternakan dan perikanan; 

g. pelaporan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 

(3) Bidang Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Ketua Tim Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan 
dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai 
dengan bidang tugas masing-masing. 

(2) Penugasan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
atas usulan pejabat yang berwenang sesuai bidang 
keahlian dan keterampilan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Ketua Tim Kerja 
berpedoman pada peraturan perundang-undang. 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 
2023. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang. 

Ditetapkan di Tangerang 

pada tanggal 2 Mei 2023 

WALI KOTA TANGERANG, 

Cap + Ttd 

ARIEF R. WISMANSYAH 

Diundangkan di Tangerang 

pada tanggal 2 Mei 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, 

Cap + Ttd 

HERMAN SUWARMAN 

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 41 
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